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DISIPLIN LALU-LINTAS DAN PROBLEMANYA

OHeh
Ari Porpradi®

Fed-huluan

¥ada peringatan Hari Kebangkitan
Mesienal tanggal 20 Mei 1995, Presiden
See—arto telah mencanangkan Gerakan
Semelin Nasional (GDN). Pada Gerakan
Tk=ictin Nsional ada tiga hal yang ditekankan,
wmes -budava bersih, -budaya tertib, dan -
Susava kerja. Sasaran budaya tertib adalah
Je== Serlalu lintas. Hal ini dapat dimaklumj,
Saseesz ketertiban lalu-lintazs merupakan
masalah yang selalu saja masih diper-

Spesngkan dan di-

=—on jalan keluar-

hukum sebagai konteal soszial hegitn penting
agar tercipta suasana lalu-lintas yang tertib,
Apabila kita berbicara tertib lalu-lintas dengan
m:nEE\muknn Fendeknl‘nn sistem, maka adn
bekerapa komporen yang harus diperhati-
kan. Tidak hanya komponen tersedianya
perangkat hukum lalu-linlas saja, namun ada
komponen lainnya. Sebut saja, misalnya,
komponen aparat lalu-lintas, komponen pra-
sarana dan sarana lalu-lintas, serta -yang tidak
boleh dilupakan- kamponen kesadaran ma-
syarakat untuk berlalu-lintas yang tertib. Jadi

tidak sesederhana

aws Keotidak-tertib-
= Seriale-lintas men-
= =aish satu sebab
Seneienva kemacetan
&= misn raya. Setiap
= ot selalu meng-

Smsass keadaan ma-
== spalagi di jalan

yang kita bayangkan
apabila kita meng-
amati tertib lalu
lintas. Masing-ma-
sing komponen itu
saling berinteraksi
bekerjanva agar ter-
riph'l awatu aunazana

w9 perkotaan yang
th.n’a—inm tertentu ]:M:Eihl. b-t.l"l.}!’i:lﬁ'l}"ﬂ vol-
mme= kendaraannya.

2zabila kita berbicara “ketertiban” tentu
&= berbicara tentang “hukum”. Dalam hal
Sesskiar. hukum berfungsi sebagai sarana
Semeeml soszial. "Ketertiban” dan “"hukum”
Sasskan merupakan dua sisi dari satu mata
=== vang cama, artingya dapat dibedakan
w== dengan yang lain, namun mustahil
1Y dipisah]r.nn. Tugas terpokok dari
Sl adalah untuk menciptakan ketertiban.
D= bidang lalu-lintas jalan rava, peraman

lalu-lintas yang ter-
tib.

Dalam tulisan ini akan dicoba untuk
menguraikan tentang kemponen kesadaran
masyarakat tertib lalu-lintas dikaitkan de-
ngan disip]in berlalu-lintas.

Sosialisasi Gerakan Disiplin Nasional

Suatu hari terjadi pelanggaran rambu lalu-
lintas. Seorang Pe]anggar rambu lzlu-lintas
“dilarang masuk” kedapatan tertangkap basah
oleh polizi lalu-lintas. Ketika ditanya oleh
polisi lalu-lintas: apakah rambunya tidak

S ?ltl_lr- Eakrerltas Hnkom HTWES

Avi Pywwadi



JHEAT PERCHCANAN HUEUM DAN PEMBANGLINAN

PERFPEETIF - Valeme 2 No. I Tahun 1997, Edig April

kelihatan? Si pelanggar lalu-
lintas sempat nyeletuk: rambu-
nya sih ke-lihatan jelas, yang
justru tidak jelas kelihatan ada-
lah Pak Polisi! Ini merupakan
salah satu contoh mengenai
tidak mudah untuk menegak-
kan disiplin nasional (dalamhal | = =
ini disiplin tertib lalu-lintas). |

Berbicara mengenai disiplin

nasional, maka periu disadari
disiplin nasional itu merupakan
refleksi dari disiplin sosial.
Apakah disiplin sosial itu?
Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa disiplin
sosial ini sudah dapat ditentukan jati dirinya
sebagai suatn diziplin yang berkualitas sosial.
Disiplin sosial ini merupakan suatu meka-
msme yang digunakan masyarakat untuk
mengontrol perilaku angpotanya, sehingga
memiliki kualitas sesialnya sendiri. Kualitas
sosial akan menunjukkan kepada nilai-nilai
dan tujuan sosial yang dipelibara Jdalan
masyarakat yang bersangkutan.'

Gerakan Disiplin Nasional pada dasarnya
merupakan suatu upaya untuk meningkat-
kan pelaksanaan disiplin sosial tersehut.
Memang tidak mudah untuk menggerakan
masyarakal agar melaksanakan disiplin
seperti halnya contoh di atas (dalam disiplin
berlalu-lintas). Upaya untuk mengubah sikap
dan perilakn masyarakat sesuai dengan atur-
an disiplin sosial tidaklah mudah. Reaksi
masyarakat terhadap Gerakan Disiplin
Nasional bermacam-macam. Ada pihak-pihak
tertentu yang menyarankan agar upaya
persuasi kepada masyarakat dilakukan terus
menerus. Namun, ada juga pihak yang agak
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tSatjipte Rokardje, "Disiplin Sosial: Tata Terlib ntau
Tota Xrama?”, Priema, Mo 3 Marel 987, h, 34
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pesimistis, yang berpikiran
bahwa adanya peraturan
untuk dilanggar. Banyak
faktor yang menjadi pe-
nyebab mengapa sosialisasi
Gerakan Disip]in Masional
tidak mudah. Penerapan
GDN belum obyektif, se-
hingga perlu upaya untuk
merasionalimasikan disiplir‘l
itu seecara sistematik dan
konsepsional.

Makna diai]::lin tersirat
pengertian untuk mentaati
peraturan, yang tentu saja mempunyai
implikasi yang menyentuli aspek kehidupan
yang amat luas, sehingga upaya untuk
merasionalisasikan harus berpijak pada
konsep yang jelas, jernih, dan luas. Pada
dasarnya, peraturan itn dibuat untok
mewujudkan ketertiban dan kesejahte-raan
mas}mrakat, Penerapan peraturan ber-
dasarkan sifat berlaku umum, schingga tidak
pandang bulu, artinya diperuntukkan bagi
setiap anggota masyarakat yang menjadi
sasaran termasuk juga bagi si pembuat
paraturan tersebut. Idealnya peraturan hanya
membedakar benar dan salah. Jika suaku
peraturan dalam penerapannya berhadapan
dengan pihzk-pihak yang kehal, sulit di-
harapkan untuk ditaati. Kalau mau jujur,
bukankah pemberian rekomendasi merupa-
kan embriv ketidakadilan, yang menyebab-
kan tidak mengakarnya internalisasi disiplin?
Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita
dihadapkan pada ketidaktaztan anggota
masyarakat terhadap peraturan. Bahkan hal
ini terjadi karena sesuatu yang sudah ada
peraturannya justru dibuat peraturan lagi
melalui budaya rekomendzsi, sehinggn per-
aturan itu kehilangan kewibawaannya. Ma-
syarakat dibuat menjadi bingung sehingga

Ari Purvwadi



 EEET PENGLANAN NLIUA BAN FPEMPANCEINAY

PERNPERTIF - Frolume 2 No. |, Taijuw 1907, Edizi Aprif

r

mmemmbulkan kecenderungan tidak mentaati
ge=sturan alias tidak disiplin.

Tadak konsistennya penerapan suatu
gesatuzan juga merupakan salah setu sebab
Swiak terinternalisasinya disiplin. Acapkali
Wesadi kerancuan akibat aparat peregak
Smiem yang seharusnya berfungsi mensgak-
== peraturan malzh justru mengidentifi-
Masikan dirinya sebagai peraturan. Seringkali
sgerat penegak hukum justru melakukan
Smialan sewenang-wenang dalam menjalan-
S keknasaan yang dilimpahkan kepadanya.
I8 samping itu, barangkali si pelanggar
3 juga menjadi belum tennternalisas:
Hal ini biza lerjadi kalau aparat
seharusnya berfungsi menegakkan
m berhadapan dengan pikak yang

gmginkan terobosan dan jalan-pintes.

selanjutnya pelaksanaan peraturan
ang pada kesepakatan. Hal ini me-
fung arti peraturan it bisa diterapkan,
mes goga tidak. Tentu hal ini akan berdam-
bahwa peraturan itu kehilangan ke-
., karena dinilai tidak konsisten.
Barangkali yang perlu dicari adalah
F-orang yang mempunyai tanggung-
> sosial yang tinggi.
- WDssng-oTang yang mempunyai tanggung-
=& sosial merupakan orang-orng yang
dapat membedakan mana yang berar
mana yang salah, mana yang pantas dan
& yang Ldak pantas, mana yang baik dan
wang buruk, serta berusaha untuk
=ilaku yang benar, yang pantas, dan
Baik. Chrang-orang semacam. ini juga
mempunyai keberanian moral untuk
szakkan disiplin dan mempunyai rasa
qnbﬂa tidak disiplin. Kalau toch masih
J=ga orang-orang yang
srang-jawab sosial itulah kenyataannya;
¥a manusia. Secrang manusia dapat

jaul dari

menampilkan beragam karakter tergantung
dari kebutuhannya. Olek karena itu, perlu
dipikirkan metode pensosializasian nilai
L‘li&iplin. Misalnya dengan saling mengingalt-
kan secara halus dalam proses interaksi,
ataupun dengan menerapkan sistem reward
dan punishment.

Disiplin Berlalu-lintas

Istilah disiplin berlale: lintas memberilean
konotasi bahwa sasaran disiplin adalah para
pemakai jalan baik yang berkerdaraan bei-
metor maupun tidak bermotor, termasuk
pejalan kaki. Di samping itu. disiplin berlalu-
lintas memberikan konteks pembicaraan
tentang mekanisme kontrol antuk para
pecmakai jalar, sehingga tersirat pengertian
pentaatan terhadap peraturan berlalu-lintas.
Oleh karena itu, dapat dikatakan persoalan
disiplin berlalu-lintas merupakan persialan
tentang taat-tidaknya pemakai jalan terhadap
peraturan berlalu-lintas.

Dalam pergaalan hidup dapat ditemui
bermacam macam dcrajot ketaatan terbadap
peraturan, mulai dari derajat konformitas
yang tinggi sampai pads mereka yang
dinamakan golongan non-konformis. Behkan
pada masyarakat yang mempunyail ke-
budayaan dar. struktur sosial yang sederhana,
dapat dijumpai orang-orzng yang tidak
mentaati peraturan. Apnlagi puda masyumknt
masyarakat kompleks di mana terdapat
bermacam-macam peraturan, maka akan di-
jumpai keanckaan pula derajat pentaatzmn
terhadap peraturan-peratiiran tersehut.

Menurut Robert Bierstedt, dasar-dasar
pentaatan terhacap norma pada umumnya
{baca: peraturan), meliputi:

a. Indoctrination
Mengapa anggota masyarakat mematuhi

Ari Purwandi

15



PUSAT PENGRAIAN HUKUM OAN PEMBANGUNAN

FPERSPEKTIF - Volome & Mo, | Tahun (997, Edisi April

norma terutama sekali karena dia ci-
indoktrinasi untuk berbuat cemikian.
Sefak kecil manusia telah Jdididik apar
mematuhi norma  yvang berlaku dalam
masyarakat dan mereka menerimanya
bupritu saja.
b. Habituation
Melalui proses sosialisasi yang dilakukan
sejak kecil manusia lama-kelamaan
menjadi biasa untuk mematuhi norma.
Memang pada awalnya mematuhi norma
dirasakan mengekang kebetasannya,
namun karena hal 1tu setiap hari ditemui,
maks lama-kelamaan
menjadi suatu kebiasaan
untuk mematuhinya ter-
u:ama apablla manusia
suadh mulai mengulangi
perbuatan-perbuatannya
dengan bentuk dan cara
Yang Saima.-
c. Utility

Ketagtan berialu lintas
aiperigarihi oleh faklor
tekanan eksternal dan
nekmnsme mternal (sikap

Eatin) seseorang.

ingin mengadakan identifikasi dengan
kelompoknya.'

Dari uraian di atas, maka kesesuaian
dengan peraturan atau kelaatan terhadap
peraturan tidak selalu dipengaruhi oleh
tekanan eksternal, tetapi juga dipengaruhi
mekanis-me internal, yaitu berupa sikap batin.
Tekanan eks-ternal dilakukan dengan melaku-
kan sosialisasi peraturan kepada masya-
rakat. Sosialisasi peraturan dilzkukan sejak
dini dapat dilakukan kepada anak-arak. Awal
yang baik kalau usaha sosialisasi peraturan
dilakukan ter-hadap anak-
anak, seperti cara yang
dilakukan oleh Toln
dengan melakukan
penyuluhan di sekolah-
sekolah taman kanak-kanak

dengan maotta " Polisi
Sahabat Anak”, Ini suatu
bentuk sosialisasi

Salah satu faktor yang
menyebabkan orang taat pada norma
adalah karena adanya keman-faatan dari
norma tersebut. Marusia menyadari kalau
dia hendak hidup pantas dan teratur,
maka diperlukan norma. Nomma inilah
yvang akan memberi patokan tentang
hidup yang pantas dan teratur.
d. Group Identification

Salahsata faktor lain yang menyebabkan
arang taat kepada norma adaah karena
ketaatan tersebut merupakan salahsatu
sarana untuk mengadakan idenlifikasi
dengan kelompok. Seseorang mentaati
rorma yang berlaku dalam kelompoknya
bukan karena dia menganggap ke-
lompoknya lebih dominan dari kelompok-
kelompok lainnya, tetapi jusiru karena

peraturan kepada anak-

anak dengan melalui media permainan.
Unsur sikap batin juga mempengaruhi se-

seorang untuk taat kepada peraturan. Sikap
batin itu meliputi:

a. Kesadaran seseorang itu merupakan

bagian dari masyarakatnya.
Seseorang taat kepada peraturan karena
menurut pendapatnya peraturan tersebut
dianggap baik untuk masyarakat, meski-
pun peraturan itu tidak memberikan
keuntungan secara pribadi.

b. Moralitas yang menghendaki taat kepada
peraturan. Hal ini mungkin karena se-
seorang taat kepada agama atau mungkin
karena etika. Baik agama maupun etika

Ypobert Biersiedt, The Social Order, Me Graw Hill-
Knﬁnhushn Lid., Tnl‘.}'\n, 1970, h. 227 . 229
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memberikan patokan bagaimana berperi-

Eku yang Dpaik atau tidak melakukan

perbuatan terlarang.
& Tumbuh rasa keterbukaan. Rasa keter-
. bukaan ini berpangkal tolak pada pe-
mikiran, bahwa vrang lain laal kepada
peraturan, apa salahnya kalau dia juga
scut taat kepada peraturan.
Hasa percaya kepada penguasa. Rasa
percaya ini muncul karena dianggap
penguasa cakup ahli dar cuvkup bijak-
sana untuk menpatur masyarakatnya
dengan membentuk peraturan terscbut.
Legitimasi
Legitimasi adalah kepercayaan kepada
prosedur, struktur, dan kewenangan,
Seringkali orang taat kepada peraturan
Bukan karena atas dorongan sendiri,
Bmkan karena kepercayaannya kepada
penguasa, namun semati-mata karena
peraturan tersebut “hukum”, dengan
sfatnya yang mengikat.

Apa yang diuraikan di atas merupakan
=an mengapa orang taat kepada per-
= atau fakio apa saja yang menimbul-
disiplin berlalu-lintas, Namun, di sisi
akan dicoba untuk menyoroti faktor-
apa saja yang justru menimbulkan
isipliran berlalu-lintas. Apa yang
dibicarakan di sini mengenai perilaku
@kai jalan bukan bersangkut-paut dengan
sangan pertimbangan individual yang
mamun lebih merujuk pada hal-hal pola
anggota masyarakat pada umum-
Perilaku pemakai jalan savgat di-
i banyak faktor. Namun untux
mya Soetandyc Wigjosoebroto mem-
akannya menjadi Z faktor, yaita faktor
dan faktor eksternal. Faktor internzl
ifikasikan sebagai kekuatan-kekuatan
yang ada pada dir. seseorang.

Faktor ini condong menggerak<an orang
untuk lebibh mengedeparkar kepenhingan
pribadi atag dasar pertimbangan-pertimbang-
an rasional, misalnya mempernleh kemudah-
an dan kesenangan, dan menpghindari ke-
sulitan dan kesusahan,

Sedangkan fak:or eksternal merupakan
faktor-faktor yang berada di luar diri se-
seorang. Faktor ini bisa berupa lingkungan
dan gsarama fisik, dan bisa pula berupa
lingkunpan sosial, yang merupakar dunia
normatif (penuh pengaturan dan pengharus-
an). Oleh Scetandvo Wignjososebroto
disimpulkan bahwa: faklor internal dapat
disebut sebagai penggerak dan pengada
periiaky, sedangkan faktor cksternal adalah
faktor pembentuk atau pemola perilaku?

Perilaku pemakai jalan sebenarnya per-
tama-tama digerakkan olsh faktor internal-
nya itu. Ada kecenderungan pemakai jalan
untuk berperilaku denpan mencari kemudah-
an dar kesenangan, dan / atau selalu
menghindari kesulitan dan kesusahan untuk
kepentingan diri sendiri, Kita tahu bagai-
mana kondisi jalan raya yang berdebu, panas,
tidak ada / lidak menimbulkan rasa ke
indahan, tidak dapat dinikmati zpa-apa,
meletihkan, menimbulkan suasana yang lidak
bersahabat, semuanya itu mermpakan kondizi
yang menyusahkan. Oleh karena itu. ada
kecenderungan pemakai jalan untuk “me-
lepaskan diri” dari kondisi yang menyusah-
kan itu secepatnya. Tentu, dapatlah di-
mengerti kalau pemakai jalan selalu ter-
dorong untuk “cepat” menghindari kondisi
tersebut, entah dengan "ngebut”, entah
“jalan pintas”, entah “nyrobot”. Dengan

"&n:lmdy-n Wignjoeoebroto, "Mencoba Memahar

Pola Perilaku Pemakai Jalan Raya®. Yuridiko, Majalah Fakulos
Hukam Unair, Mo, § Th, 111 Februarl-bMarct 1988, b, 13

s
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“cepat” menghindari kendisi tersebut tidak
hanya menghemat waktu, tetapi juga untuk
mengurangi kesulitan dan kesusahan. Apabila
aca jalan yang lapang, sejuk, dan segar akan
terasa menimbulkan kemudahan yang
menyenangkan, mungkin akan menggiring
pemakai jalan untuk memilih jalan tersebut.
Mereka akan menghindari jalan-jalan yang
tidak menyenangkan, sehingga kemacetan
jalan tidak akan i‘r_'rjnd.i.

Seperti yang dikemukakan di muka, salah
satu faktor eksternal
adalah dunia nurina-

datang, walaupun telah dilakukan pembeban-
an nestapa (denda) atau penyingkiran dari
jalan raya (sepeda moter di tahan) Tindakan
iri tidak menyentuh sedikitpun mekanisme
motif dan mekanisme serilakunya.

Olehh karena itua, Fendckntdn rii:s‘-i]:]in
berlalu-lintas semata-mata tidak hanya
dilakukan melalui pendekatan represif
melalui penghukuman tetapi harus dilenghapi
dengan langkah-langkah yang didasarkan
pada teori perilaku.

Kesadaran Hukum

tif. Yang paling
utama tentu peratur-
an hukum lalu-lintas
gerta “law enforce-
ment” yamg dilaku-
kan oleh polisi lalu-
lintas. Kaidah yang
berlaku di jalan rava
ternyata kosong de-

ke e

nienerjel
e
o ke dalem varia

B e e 5
TR e e e S e e e e e

Berlalu-lintas

Disiplin berlalu-
lintas diartikan se-
bagai ketaatan zkan
pnr:i'"lr:‘ln berlalu-
lintas. Ketaaran ter-
hadap peraturan
lalu-lintas herhu-
bungsn dengan ke-

ngan pengaturan
moral dan kaidah
sosizl lainnya -selain hukum-, sebingga jalan
tempat lalu lalang pemakai jalan diistilaliki
oleh Soetandyn Wignjo-soebroto sebagai suatu
zone yang bersifat netral.

Penerapan peraturan hukum laju-lintas se-
yogyanya menerapkan prinsip-prinsip vang
lebih bersifat edukatif. Oleh karena itu,
peraturan hukum dan tindakzn hukum tentu
jangan semata-mata bersifat PenEhukmnnn
atau pengancaman dalam mengontrol peri-
laku pemekai jalan. Penghukuman, baik
dalam bentuk pembebanan nestapa maupun
dalam bentuk peniadaan., tak akan meng-
abah perilaku pemakai jalan. Seorang pe-
agendara sepeda motor yang suka “ngebut”
dan tidak menggunakan helm certa meng-
gunakan knalpot yang bising tidak akan
mengubah kebiasaan itu untuk waktu men-

sadaran hukum
(baca: peraturan hu-
kum lalu-lintas).*

Kesadaran hukum merupakan suatu
konsep yang sulit diukur secara matematis.
Untuk mengetahui tebal-tipisnya kesadran
hukum pada dirl seseorang sangal sulit.
Pengertian kesadaran hukum itu abstrak
sehingga harus dioperasionalkan. Rumusan
operasional ini akan menerjemahkan konsep
kesadaran hukum yang abstrak menjadi
variabel empirik, yang mempunyai fungsi
sebagai indi-kator.”

Y anrinnn Soerkanto, Kesadaran Hukum an
Kepatuhan HokumRaawali, Jakarts, 1982, b 239.

Sari Purwadi, "Tembentukan Sikap Patuh Warga
Mﬂ._ﬂ}lnrnlqnl‘ Kcl:lada Meraturan Huksim Malaloi
'[’en}--u[u]mn Hubum®, Yierddika, Mo, 2 Th, V, Maret-April
Ty, he 102,
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Semm=al kesadran
berlalu-lin-
sr=ra sederhana
kesadaran
berlalu-lintas
diukur dengan
pemakai
secara sukarela
hak dan ke-
n yang timbul
= peraturan lalu-
Ketidak-taatan
zkai jalan, se-
sdaknya, depat
dengan apakah iz melanggar ke-
yang diatur oleh ketentuan peraturan
@s. Sepertl, misalnya, apakah ada
searan terthadap kewajiban memiliki
apabila hendak mengendarai kendaraan
or. juga apakah ia telah membawa
stzupun apakah ia menpgenakan helm
pengendara sepeda motor, apakah
m==an bermotor itu memiliki perleng-
yang sempurna, dan sebagainya.
mntuk mengukur kesadaran hukum
ntas tidaklah sesederhana itu. De-
=emiliki SIM, tidak secara otomatis
==g mematuhi peraturan lalu-lintas.
arang tahu dan dianggap mengetahui
memahami peraturan lalu-lintas, karena
= wmniuk memiliki 5IM itu melalui tes
= <am tes praktek, yang diujikan oleh paolisi
== Jadi boleh dikatakan kesadaran
itu merupakan pengertian hasil
sarjana hukum, yang tidak dapat
s=cara langsung di dalam kehidupan
mrakat, tetapi ada / tidaknya dapat
kean dan pengalaman-pengalaman
Saik melalui cara pemikiran maupun
ge=nafsiran.
Sesurul Soerjone Soekanto, kepatuhan /
stan kepada hukum dilentukan oleh

- =

Soerjono Soekanto, menambahkan
baltwa faktor penting yang
menentukan tingkal kepatuian/
ketaatan hukim adaial pengetahuan
tentany peraturan dan isinya. Oleh
karena itu sosialisasi peraturan

terkail sangal penling artinya dalam
rangka mensukseskan GDN.

kesadaran hukum
yvang didasarkan
pada Faktor-faktor
sebagai berikut : 1.
pengetahuan tentang
peraturzn; 2. penge-
tahuan tentang isi
peraturan; 3. sikap
terhadap peraturan;
dan 4. perilaku yang
sesuai
peraturan.®
Hasil penelitian
Coerjono Soekanto,

dengan

yang menghasilkan disertasinya, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1.

2,

Tidak ada pengaruh positil maupun
negatif dari pengetahuan tentang per-
aturan lalu-lintas pada kepatuhan ter-
hadap peraturan tersebut.
Pengetahuan tentang is1 peraturan me-
nyebabkan terjadinya kepatuhan terhadap
peraturan, tetapi sukar unwuk menetap-
kan secara pasti derajat kepatuhan macam
apakah yang dicapaidengan pengetahuan
tersebut, karena derajat kepatuhan juga
tergantung pada teladan yanyg diberikan
oleh pejahat hukum dan taraf kesem-
purnzan mekanisme pengawasan pelak-
senaan peraturan.

a. Derajat pengetahuan tentang isi
peraturan sangat mempengaruhi sikap
terhadap peraturan tersebut, karena
tanpa adanya pengelahuan dan pe-
mahaman manusia senantiasa akan
mengalami kesulitan yang besar untuk
menentukan sikapnya; b. 5ikap ins-
trumentalis (memperhitungkan ke-

fgnerjonn Sockanto, op. cff h, 159,
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burukan dan kebaikan peraturan)
timbul karena adanya pengetahuan
tentang isi peraturan dan menonjol-
nya kepentingan pribadi. sedangkan
sikap fundamental (tarpa memper-
hitungkan untung-rugmya) baru dapat
ditentukan apabila ada pemahaman
tentang isi peraturan tersebut;

c. Faktor-faktor meningkatnya umur,
tingkat studi dan jangka waktu tinggal
di Jakarta menimbulkan sikap funda-
mental karena sikap hukum tersebut
tumbuh sesuai dengan proses pelem-
bagaan dan internalisasi;

d. Kepatuhan terhadap bagian terbesar
peraturar. lalu-lintas pada umumnya
dicohabkan karena sikap fundamen-
tal.

4. Pola perilaku hukum sangal mempe-
ngaruhi kepatuhan hukum khususnya
yang menyangkut peraturan lalu-lintas’

Mentingnya Sosialisasi Peraturan Lalu-Lintas

Pengetahuan tentang isi peraturan lalu-
lintas menyebabkan terjadinya kelaatan
kepada peraturan lalu-lintas. Derajat penge-
tehuan tentang isi peraturan lalu-lintas sangat
mempengarchi sikap terhadap peraturan lalu-
lintas, karena tanpa adanya penpgetahuan dan
pemahaman/pengertian, maka seseorang
senantiasa akan mengalami kesulitan yang
besar untuk menentukan sikapnya. Demikian
kesimpulan -yang menurut hemat saya-
sangat penting dalam kaitannya dengan
perlunya sosialisasi peraturan lalu-lintas.

Snsialisasi peraturan lau-lintas lazimnya
dilakukan dengan penyuluhan (peraturan)

Tl I, 239 - 248,

hukum. Penyulubhan hukum pada hakekatnya
merupakan suatu proses kejiwaan yang
dihasilkan wmelalui suatu renghaion kegiat-
an komunikasi. Sebenarnyva penyuluhan
hukum sebagai media untuk meningkatkan
pengetahuan hukum warga masyarakat,
merupakan suatu media di antara sakian ha-
nyak media yang ada, misalrya: koran, radio,
televizi, serta komunikasi sosial di antara
warga masyarakat,

Memotivasi warga masyarakat agar mau
bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-
nilai yang dibawa olch peraturan merupakan
pekerjpan utama bagi kegiatan penyuluhan
hukum.

Bagaimana HEbEI'I-i:II'I'I:f"H Peraidin peun=
bentukan sikap warga masyarakat yang taat
kepada peraturan lalu-lintas melalui pe-
nyuluhan hukum? Ada korelasi antara faktor
sikap terhadap paraturan dan faktor perilakn
yang sesuai denpan peraturan, karena kedua
faktor tersebut merupakan faktor terbentuk-
nya kesadaran hukum.

Sikap hukum dapat dibedakan menjadi
dua, vaitu: sikap fundamental dan sikap in-
struental. Sikap fundamental itu ada pada
seseorang yang bereaksi secara serta merta
tanpa memperhitungkan untung-ruginya,
kecenderungan untuk mengrima peraniran.
Sehaliknya, seorang yang bersikap ins-
trumentalis berarti memperhitungkan ke-
burukan dan kebaikan suatu peraturan, suatu
kecenderungan mererima perzturan karena
dinilai menguntungkan atan bermanfaat®

Kenyataan di masyarakat menunjukkan
bahwa Hdak sclalu warga masyarakat a priori
mentaati peraturan hukum, maka masyarakat
perlu diyakinkan lebih dulu tentang perlunya

Rehid b, 244,
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ati peraturan hukum. Bagaimanapun
ran yang ditetapkan oleh penguasa
bermanfaat dan menguntungkan bagi
: ssungan kehidupan dirinya maupun
meswarakatnya, sehingga perlu diinterna-

. melalui kemunikasi hukum. Dagai-
mungkin masyarakat akan mengetahui
22t dan kegunaan suatu peraturan bagi
pannya kalau peraturan itu tidak
mmasikan kepada masyarakat. T sinilah
peranan kegiatan penyuluhan hukum
rangka pembentukan sikap dan
==kan betapa perlunya mentaati peratu-
wmtuk warga masyarakat yang bersikap
=ntal. Tujuan penyuluhan hukum yang
edalah agar warga masyarakal patul
kepada peraturan. Ketaatan tethadap
=n ini dapat diamati dari perilakn
dan merupakan hasil dari perubahan
maupun penguatan sikap yang telah

Wesdasarkan teori psikologi sosial. jika kita
meramalkan perilaku warga masya-
&=n ingin mengendalikannya, maka kita
Barus mengetahui bagaimana sikap itu
g dan bagaimana sikap itu ber
Alnblla sikap itu didefinisikan sebagai
sstem, maka sikap ini menekankan
Bbungan anlara liga komponen, yang
s dari: 1. komponen kognitif, yaitu
sman individu tentang suatu obyek; 2.
perasaan, yaitu mengenal emosi
Serhubungan dengan obyek; dan 3.
e kecenderunpan bertindak, yaitu

perilaku yang bergabung dengan

-

*8= Perwadi, op. cie h 110

Sewwid Krech, Richard 8. Crothfietd. dan Fgerton 1.

af I Saciety’a fexthaok af sescial porchol-
S ITi01, Tokyo, 1982, h 140

Demikian juga, menurut Bimo Walgito dan
Sumadi Suryabrata, sikap paling sedikit
mengandung tiga komponen pokok, yaitu
1. Komponen kognitif (kamponen persep-

tual), yaitu yang berkaitan dengan bagai-

mana obyck sikap persepsi. Dalam
komponen ini lermasuk pengetahuazn,
kepercayaan.

2. Komponen afektif (komponen emosionel),
yaitu komponen yang berhubungan de-
ngan rasa senang atau tidak senang ter-
hadap obyek sikap. Kasa senang bersifat
positif, sedangkan raca tidak senang
bersifat negatif.

3. Komponen konatif (komponen tingkah
laku atau 'action component’} yaitu kom-
ponen yang berhubungan dengan kecen-
derungan bertindak terhadap obyek
sikap.™

Oleh karena itu, sebelum kita berbicara
tentang perdaku warga masyarakal sesuai
dengan peraturan hukom, sehenarnya kita
harus berbicara lebih da-hulu tentang sikap
warga masyarakat terhadap peraturan hu-
kum. Dengan demikian, pembentukan sil-:ap
melalui penyuluhan hukum inilah yang perlu
mendapat penggarapsn serius zuna me-
ningkatkan kesadran hukum warza masya-
rakat secara optimal, mengingat salah satu
komponen dari sikap ita adalah kecen-
derungan bertindak. Kecenderungan ber-
tindak ini merupakan awal dari pertanyaan
apakah seseorang itu berperilaku sesuai
dengan peraturan hukum atau tidak.

"pimo Walgite din Semadi Suryabrata, Eumpielarn
Necked Penotaran Rimbingon Dan Kongeling Flatok Temmgo
Pragajor Pergrrwar Tinggl a¢ Indoensia Depdikbud K1,
Jakarts, 1981, h. 5.
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Penutup

Dilihat dari pandangan yang agak
pesimistis, problema disiplin lalu-lintas di
masa mendatang semakin ruwet. Keruwetan
ini mungkin karena peningkatan jumlah
penduduk yang tinggi dengan disertai
peningkatan kemakmuran masyara kat. Di
masa mendatang semakin banyak orang yang
turur ke jalan dan meningkatnya jumlah
kendarazn. Peningkatan kemakmuran cen-
derung berdampak meningkatnya daya beli
masyarakat lerhadap kendaraan. Kesimpulan
proyek Surabaya Integrated Transport Net-
work Planning Study merekomendasikan
tahun 2010 mendatang kendaraan pribadi di
Surabaya akan dibatasi. Sebagai alternatif di-
prioritaskan penggunaan kendaraan umum
yang dapat mengangkut penumpany lebih
banyak ®

Hal lain yang perlu ditengarai adalah ber-
ubahnya perilaku masyarakat akibat penga-
ruh globalisasi membuat orang semakin
rendah toleransi sesialnya dan mudah kena
stress akibat persaingan hidup. Hal ini tentu
menyebabkan orang semakin mudah marah
dan ugal-ugalan dalam berlalu-lintas. Pem-
bangunan yang menimbulkan kesenjangan
sosial akan memungkinkan timbuliya kecem-
buruan sosial yang bisa saja ditumpahkan di
jalan raya.

Dengan demikian, langkah yang perlu
dilakukan untuk menghadapi tantangan lalu-
lintas, khususnys disiplin berlalu-lintas,
adalah meningkatkan kualitas orang; tidak
hanya kualitas pemakai jalan telapi juga ter-
masuk petugas. Kualitas pemakai jalan
menentukan ketertiban berlalu-lintas. Salah

1nfahun 2010, Kendaraon Pribadi Di Surabaya
Dibatasi”, Surya, 2anuai 1996, b 1L

satunya adaleh langkah memberikan penge-
tahuan tentang disiplin dan terth lalu-lintas.
Tidak ada salahnya, kalau dilakukan melalui
jalur pendidikan baik formal maupun non-
formal. Femberian pengetahuan tentang
dizsiplin dan tertih laln-lintas di sekolah
sebagai pengetahuan yang wajib diberikan,
apalagi pada tingkat pendidikan taman
kanak-kanak, tentu akan menciptakan kondisi
“habituation”. Perlu dikembangkan penge-
tahuan disiplin dan tertib lalu-lintas melalui
pendidikan agama dan etika, schingga di
harapkan kawasan jalan raya tidak lagi
menjedi “zona netral”.

1 samping itu, peningkatan kuantitas dan
kualitas petugas sangat penting dalam
menanamkan disiplin dan tertib lalu-lintas.
Walaupun jumlah petugas tidak selalu
berhubungan langeung dengan ketertiban
lalu-lintas tetapi semakin banyak petugas
semakin besar peluang untuk terdeteksinya
pelanggaran lalu-linlas.
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